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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan utama manusia untuk

hidup secara produktif dalam menjalani kehidupannya sehari-hari,

kesehatan yang dimaksud tidak hanya sebatas kesehatan fisik saja,

tetapi juga meliputi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani.

Maka dari itu, agar kesehatan setiap manusia terjamin diperlukan

pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, tujuan daripada pelayanan

kesehatan adalah sebagai wujud upaya pencegahan dan

pengobatan suatu penyakit, termasuk juga di dalamnya

pelayanan medis yang didasarkan atas dasar hubungan

individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan

kesembuhan atas penyakit yang dideritanya.
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Hal ini sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan yang sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan”.1 Maka dari itu, kesehatan

merupakan unsur utama di dalam hidup manusia, dan salah satu

tanggung jawab Negara ialah memberikan pelayanan kesehatan

kepada setiap orang demi kesejahteraan masyarakat. Kesehatan

diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, yang kemudian dicabut dan diganti dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

(selanjutnya disingkat “UU Kesehatan”). Berdasarkan Pasal 1

Angka 1 UU Kesehatan, dapat diartikan bahwa kesehatan adalah

keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial

dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk

memungkinkannya hidup produktif. Sehingga, tingkat kesehatan

menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kemajuan suatu

Negara. Indonesia sendiri pun diharapkan untuk selalu terbuka

akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait

kesehatan. Karena pada kenyataannya, tidak semua gangguan

1 Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945
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kesehatan dapat disembuhkan dengan mengandalkan

obat-obatan. Apalagi semakin berkembangnya zaman maka

semakin berkembang hal lainnya termasuk dalam tindakan

medis.

Salah satu kemajuan dari tindakan medis dalam dunia

kedokteran ialah transplantasi alat maupun organ tubuh manusia,

atau lebih dikenal dengan istilah Transplantasi organ.

Transplantasi organ dapat diartikan sebagai pemindahan organ

dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan

penyakit dan pemulihan kesehatan resipien.2 Suatu keberhasilan

praktik transplantasi organ, akan menyebabkan tingginya tingkat

permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia.

Berkembangnya tindakan transplantasi organ bermula dari pihak

keluarga, kemudian mulai berkembang ke arah yang lebih luas.

Hal ini berarti, ketika tidak mendapatkan donor organ dari pihak

keluarga maka dapat mencari orang lain yang mau mendonorkan

organ tubuhnya.3 Hal ini terjadi karena manusia tidak terlepas

sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari

manusia lainnya.

2 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

3 Veronika Komalawati. Peran Inform Consent Dalam Transaksi Terapiutik
(Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis.
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 140-141.
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Dalam melakukan transplantasi organ tentu diperlukan aturan

hukum yang nantinya akan menjadi pedoman masyarakat. Setiap

dari tindakan transplantasi organ tentu saja tidak terlepas dari

maraknya berita jual beli organ dan tubuh manusia yang terjadi di

dunia maya atau internet, mengingat kebutuhan akan jaringan

tubuh dan organ tubuh manusia semakin hari semakin bertambah,

hal tersebut menjadi problematika yang cukup pelik.

Keterdesakan ekonomi menjadi salah satu alasan pembenar atas

tindakan para penjual organ tubuh, sehingga berbagai upaya

akan dilakukan oleh penjual organ sekalipun itu melanggar hak

asasi manusia, mulai dari penipuan terhadap pendonor sampai

dengan pembunuhan untuk mendapat organ tubuh tersebut.4

Pada bulan agustus 2015 lalu, terjadi kasus penjualan organ yang

mana IP (19) selaku korban terjerat ke dalam tipu daya pelaku

dengan di iming-imingi imbalan uang tunai sebesar 75 juta.

Setelahnya ginjal kiri korban diangkat dan diberikan kepada

resipien yang dirinya sendiri tidak tahu kepada siapa ginjalnya

dijual.5

4 Natalia Kristin. 2022. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan
Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi. Bhirawa Law Journal, Vol. 3, 2022,
hlm. 60.

5 Fabian Januarius. Pemuda Ini Tidak Sadar Jadi Korban Penjualan Organ
Tubuh (2016),
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Kurangnya kejelasan Peraturan Perundang-Undangan yang

mengatur tentang konsep komersial organ, diterbitkanlah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang

Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Namun,

regulasi ini hanya dikhususkan transplantasi dari pendonor yang

telah meninggal, sehingga disempurnakan melalui Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (selanjutnya

disingkat “Permenkes No. 38 Tahun 2016”). Peraturan tersebut

juga membahas mengenai transplantasi dari pendonor yang

masih hidup. Transplantasi organ juga tercantum di dalam 124

ayat (1), ayat (2), dan (3) UU Kesehatan. Pasal tersebut

menjelaskan bahwa sebenarnya tindakan transplantasi organ

dilakukan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan

kesehatan dan organ tubuh dilarang dikomersialkan atau

diperjualbelikan dengan alasan apapun, sehingga dapat diartikan

bahwa tindakan transplantasi organ murni hanya untuk tujuan

kemanusiaan.

https://nasional.kompas.com/read/2016/01/29/16400701/Pemuda.Ini.Tidak.Sa
dar.Jadi.Korban.Penjualan.Organ.Tubuh (Diakses 28 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB)

https://nasional.kompas.com/read/2016/01/29/16400701/Pemuda.Ini.Tidak.Sadar.Jadi.Korban.Penjualan.Organ.Tubuh
https://nasional.kompas.com/read/2016/01/29/16400701/Pemuda.Ini.Tidak.Sadar.Jadi.Korban.Penjualan.Organ.Tubuh
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Adapun juga Peraturan terkait pelayanan transplantasi organ

tubuh manusia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat

Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh

Manusia, kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

(selanjutnya disingkat “PP No. 53 Tahun 2021”). Tindakan

transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dilakukan untuk

tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.6

Permenkes No. 38 Tahun 2016 menjadi payung hukum bagi

penyelenggaraan transplantasi organ yang dilakukan secara

legal. Oleh karena itu juga, menteri membentuk Komite

Transplantasi Nasional bertujuan meningkatkan akses,

akuntabilitas, dan mutu pelayanan transplantasi organ. Komite ini

bergerak bersama dengan Rumah Sakit Penyelenggara

Transplantasi Organ. Peraturan ini mencegah terjadinya

pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena perdagangan organ

tubuh manusia akan menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap

transplantasi organ, merusak sistem perawatan kesehatan, dan

6 Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
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mempengaruhi persepsi masyarakat tentang etika dalam bidang

kesehatan.

Salah satu cara yang dapat mencegah terjadinya

perdagangan organ tubuh atau tindak transplantasi ilegal adalah

dengan membuat pernyataan tertulis yang disahkan oleh Notaris.

Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf (d) Permenkes No. 38

Tahun 2016, menyebutkan bahwa “untuk terdaftar sebagai calon

Resipien, setiap calon Resipien atau keluarganya harus mendaftar

ke Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite

Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan,

yaitu menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ

tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus

dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akta

notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris”.7

Sehingga, Jasa Notaris sangat dibutuhkan dalam melaksanakan

Transplantasi Organ.

Notaris sebagai suatu profesi memiliki fungsi dalam

memberikan pelayanan hukum dan juga perlindungan hukum.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Transplantasi Organ
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30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

memiliki kewenangan lainnya. Dan suatu akta otentik haruslah

dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.8

Sehingga, dapat diketahui bahwa peran akta notaris dalam

penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia

bertujuan untuk pemenuhan legalitas dan syarat untuk melakukan

transplantasi organ. Kesepakatan juga diiringi atas persetujuan

keluarga atau suami/istri, dan kesepakatan ini mengikat secara

hukum perdata (tidak bisa dibatalkan).9 Selain daripada itu,

Notaris juga memiliki kewenangan dalam proses persiapan

penyelenggaraan transplantasi organ tubuh yaitu menuangkan

dalam pernyataan tertulis bahwa calon pendonor dan calon

resipien tidak melakukan jual beli organ tubuh atau melakukan

perjanjian khusus dalam bentuk akta autentik atau surat di bawah

tangan yang disahkan.10

8 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

9 M Maulana Kevin Rizaldi. 2021. “Urgensi Akta Notaris Transplantasi
Organ Dalam Rangka Pencegahan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016”. Tesis,
Diterbitkan. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Islam Agung, hlm. 8.

10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
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Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa Notaris juga

mempunyai peran dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

Dapat dinyatakan bahwa calon pendonor dan penerima organ

harus membuat pernyataan tertulis dalam bentuk akta pernyataan

yang disahkan oleh Notaris, untuk memastikan bahwa tidak ada

perdagangan organ yang disumbangkan atau perjanjian dengan

nilai komersial atau imbalan finansial terkait dengan transplantasi

organ tubuh. Artinya, tindakan transplantasi organ dilakukan

secara sukarela, tulus, dan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun.

Akta pernyataan transplantasi organ bersifat deklaratif yang

berarti mengacu kepada isi akta yang berisi pernyataan atau

pengakuan dari individu yang terlibat terkait suatu hal tertentu.

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf d Permenkes No. 38 Tahun

2016, calon Resipien wajib menyerahkan pernyataan tertulis tidak

membeli organ tubuh dari calon Pendonor ataupun melakukan

perjanjian khusus dengan calon Pendonor. Terlihat bahwa dalam

melakukan tindakan transplantasi organ, diperlukannya suatu

akta yang dibuat di hadapan Notaris adalah untuk menjamin

kepastian hukum.
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Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta pernyataan

yang dibuat di hadapan Notaris oleh calon resipien dengan calon

pendonor berfungsi sebagai keabsahan terhadap pelaksanaan

transplantasi organ dan memberikan perlindungan terhadap

resipien dan pendonor.11 Demikian merujuk pada penjelasan

tersebut, dapat diketahui bahwa kebutuhan akan pembuktian

tertulis dalam hal ini adalah Akta Notaris, berkaitan juga dalam

tindakan kedokteran yaitu tindakan transplantasi organ. Maka

dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis

berdasarkan sudut pandang Undang-Undang Jabatan Notaris dan

Peraturan Menteri Kesehatan, dengan judul “PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP RESIPIEN DAN PENDONOR DALAM

AKTA PERNYATAAN TRANSPLANTASI ORGAN YANG

DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS”.

11 Sarasdewi Febryanti. 2018. “Pembuatan Akta Notaris Antara Pendonor
dan Resipien Dalam Mengadakan Transplantasi Organ Berdasarkan Pasal 24
Permenkes Nomor 38 Tahun 2016”. Tesis, Diterbitkan. Depok: Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 07.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas,

adapun rumusan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

1) Bagaimana kekuatan hukum akta pernyataan transplantasi

organ yang dibuat di hadapan Notaris?

2) Bagaimana akibat hukum akta pernyataan apabila di kemudian

hari terdapat unsur jual beli antara resipien dengan pendonor?

3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap resipien dan

pendonor dalam akta pernyataan transplantasi organ yang

dibuat di hadapan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari

penelitian ini, sebagai berikut :

1) Untuk menganalisis kekuatan hukum akta pernyataan

transplantasi organ yang dibuat di hadapan Notaris.

2) Untuk menganalisis akibat hukum akta pernyataan apabila di

kemudian hari terdapat unsur jual beli antara resipien dengan

pendonor.

3) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap resipien

dan pendonor dalam akta pernyataan transplantasi organ

yang dibuat di hadapan Notaris.



12

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh dari penelitian ini,

sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

a. Penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi salah satu

sumber pengembangan ilmu hukum kenotariatan

berkaitan dengan hukum kesehatan, serta mengkaji lebih

luas mengenai perlindungan hukum terhadap Resipien

dan Pendonor dalam akta pernyataan transplantasi organ

yang dibuat di hadapan Notaris.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, terutama

mengenai tentang pentingnya Akta Pernyataan Notaris

pada tindakan Transplantasi Organ.

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber

kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai kajian

penelitian yang terkait.
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2) Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

para pihak dalam pembuatan akta transplantasi organ, yaitu :

a. Resipien, diharapkan dengan adanya akta transplantasi organ,

calon resipien tidak membeli organ dari calon pendonor.

b. Pendonor, diharapkan dengan adanya akta transplantasi

organ, calon pendonor tidak menjual organ tubuhnya dan

mengerti bahwa tindakan transplantasi organ hanya untuk

tujuan kemanusiaan dan dilakukan secara sukarela.

c. Notaris, diharapkan dapat menambah wawasan atau

mengetahui mengenai perkembangan ilmu hukum

kenotariatan yang berkaitan dengan hukum kesehatan.

d. Rumah Sakit, diharapkan agar mengikuti setiap

perkembangan ilmu hukum dan menambah ilmu pengetahuan

tentang betapa pentingnya akta transplantasi sebagai alat

bukti di kemudian hari.

e. Komite Transplantasi Nasional, diharapkan memberikan

sumbangsih pemikiran dan memberi masukan kepada setiap

para pihak mengenai perkembangan ilmu hukum kesehatan

khususnya dalam hal tindakan Transplantasi Organ untuk

mengurangi tindak pidana jual beli organ tubuh.
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E. Kerangka Teori

Beberapa teori yang digunakan untuk menjawab rumusan

masalah dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1) Grand Theory

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori

Kepastian Hukum. Secara hakiki, fungsi hukum dapat berjalan

apabila bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti. Menurut

Utrecht, kepastian hukum mengandung dua (2) pengertian, yaitu :

a. Adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

dilakukan.

b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu,

individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau

dilakukan oleh Negara terhadap individu.12

Menurut Hans Kelsen, hukum ialah sebuah sistem norma,

yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

dilakukan. Sebagai pedoman dibentuklah undang-undang berisi

12 Zarfitson. 2017. “Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai
Jaminan Kredit di BPR Kabupaten Sijunjung”. Tesis, Diterbitkan. Padang:
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
hlm. 14.
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aturan dan bersifat umum bagi individu dalam bertingkah laku

maupun dałam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan

dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan suatu kepastian

hukum.13 Sedangkan, Mertukusumo berpandangan bahwa

kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum

tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian

hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dałam

Perundang-Undangan, sehingga aturan tersebut mempunyai

aspek yuridis untuk menjamin adanya kepastian bahwa hukum

berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.14

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat mengetahui

dengan jelas akan hak dan kewajibannya. Tanpa adanya

kepastian hukum, maka seseorang tidak akan mengetahui apakah

perbuatannya tersebut benar atau salah, dilarang atau tidak

dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan

melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu

undang-undang atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa

13 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Kencana, 2008),
hlm. 158.

14 Zainal Asikin. Pengantar Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Rajawali Press,
2012), hlm. 25.
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kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya,

serta ancaman hukumannya.15

Berkaitan dengan teori di atas, kepastian hukum menjadi

landasan filosofis dalam lahirnya Akta Pernyataan Transplantasi

Organ yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Sehingga, teori

kepastian hukum dalam konteks tindakan Tranplantasi Organ

menjamin tindakan medis tersebut dilakukan secara legal dan

sesuai dengan etika medis, serta peraturan hukum yang berlaku.

Akta pernyataan dibuat untuk melindungi pihak-pihak yang

terlibat dan juga mencegah terjadinya jual beli organ tubuh antara

Pendonor dengan Resipien.

2) Middle Range Theory

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Teori Perlindungan Hukum. Menurut Phillips M. Hadjon,

perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

15 Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. (Bandung: Sinar Grafika, 2000),
hlm. 05.
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kesewenangan.”16 Satijipto Raharjo juga menyatakan bahwa

“perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak

Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”17

Sehingga, definisi perlindungan hukum secara umum ialah

sebagai suatu peraturan atau kaidah yang dibuat oleh pemerintah,

yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi masyarakat

sebagai subjek hukum ketika melakukan tindakan hukum. Selain

itu, juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua (2)

bagian, yaitu sebagai berikut :18

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan langkah awal

yang diberikan oleh Pemerintah bertujuan mencegah

terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif

16 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.
(Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 10.

17 Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),
hlm.53.

18 Muchsin. 2003. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di
Indonesia”. Tesis, Tidak Diterbitkan. Surakarta: Program Studi Magister
Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.
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terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan, dengan

maksud memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu

kewajiban sehingga minimnya terjadi tindakan pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dapat dikatakan sebagai

perlindungan akhir yang berupa sanksi. Sanksi tersebut dapat

berupa denda, pidana penjara, dan hukuman tambahan yang

diberikan apabila terjadi sengketa atau dilakukannya suatu

pelanggaran hukum.

Berkaitan dengan teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan

bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan

oleh Negara kepada masyarakat atau semua pihak dalam

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suatu subjek hukum,

juga untuk menciptakan suatu ketertiban dalam hubungan sosial

yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga,

kaitan perlindungan hukum dalam tindakan transplantasi organ

adalah dibuatnya Peraturan Menteri Kesehatan atau

Undang-Undang Kesehatan dengan tujuan memberikan

perlindungan hukum. Sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan, suatu tindakan transplantasi organ membutuhkan

suatu akta pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, sehingga
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Akta tersebut nantinya akan memberikan suatu perlindungan

kepada para pihak yang terlibat dalam usaha penyembuhan dan

pemulihan penyakit melalui tindakan transplantasi, apabila di

kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para

pihak terkait.

3) Applied Theory

Applied Theory yang digunakan pada penelitian ini adalah

Teori Pembuatan akta. Istilah atau perkataan akta dalam bahasa

Belanda disebut “acte” dan dalam bahasa Inggris disebut “act”

atau “deed”. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta merupakan

surat yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu

hak atau perikatan dan diberi tanda tangan, serta dibuat sejak

semula dengan sengaja untuk pembuktian.19 Sedangkan menurut

Subekti, akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja

dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan

ditandatangani.20 Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris yang

selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh

19 Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta:
Liberty,2006), hlm.149.

20 Subekti. 2005. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 25.
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atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang

ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dalam hal pembuatan akta,

haruslah terdiri atas :21

a. Awal akta atau kepala akta :

- judul akta;

- nomor akta;

- jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan;

- nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

b. badan akta :

- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,

pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para

penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili;

- keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

- isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak

yang berkepentingan, dan;

- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan,

jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi

pengenal.

21 Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris
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c. akhir atau penutup akta

- uraian tentang pembacaan akta;

- uraian tentang penandatanganan dan tempat

penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;

- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;

- uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam

pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang

dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian

serta jumlah perubahannya.

Selain daripada itu, suatu pembuktian juga dapat dilakukan

dengan tulisan, baik itu dengan tulisan otentik maupun dengan

tulisan di bawah tangan.22 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka

terdapat dua macam akta, sebagai berikut :

a. Akta Otentik, merupakan akta yang dibuat menurut bentuk

yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau

di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, ditempat

dimana akta itu dibuat.23 Dalam hal ini, akta otentik terbagi

menjadi dua, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (akta relaas)

dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta partij). Akta

22 Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
23 Ibid. Pasal 1868
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relaas merupakan akta yang dibuat sesuai dengan tindakan

yang dilakukan oleh para pihak atau suatu keadaan yang

dilihat dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri,24 sedangkan

akta partij merupakan uraian yang diterangkan oleh para

pihak kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan

untuk keperluan tersebut, para pihak sengaja datang dan

memberikan keterangannya di hadapan Notaris.25

b. Akta di bawah tangan, merupakan akta dibuat oleh para pihak

dengan sengaja untuk suatu pembuktian tanpa melibatkan

bantuan dari seorang pejabat pembuat akta, atau dengan kata

lain adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai

alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan Pejabat

Umum Pembuat Akta.26 Sebagaimana diatur dalam Pasal 1874

dan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah sebagai

berikut :

24 M. Jordan Pradana dkk. 2022. “Pembuatan Akta Relaas Pada Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahan Non Tbk Melalui Telekonferensi”. Jurnal
Selodang Mayang, Vol. 8 No. 2: 169-170

25 Yonnawati dkk. 2023. “Akta Partij Berdasarkan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian
Hukum”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1: 3-4

26 Shofia Chairunnisa. 2020. “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan
Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi dan Waaermerking
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”. Tesis, Diterbitkan.
Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Islam Malang, hlm. 30.
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1. Legalisasi, merupakan akta yang belum ditandatangani,

diberikan pada Notaris agar isi akta tersebut dijelaskan,

dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang

bersangkutan di hadapan Notaris. Pada legalisasi, tanda

tangan dilakukan di hadapan yang melegalisasi.27

2. Waarmerking, merupakan akta yang telah ditandatangani

oleh para pihak, kemudian diberikan kepada Notaris

untuk didaftarkan dan diberi tanggal pasti. Pada

waarmerking tidak dijelaskan mengenai siapa yang

menandatangani dan apakah para pihak telah memahami

isi akta.28

Suatu akta notaris menjadi suatu pembuktian tertulis yang sah.

Dalam melakukan tindakan transplantasi organ, akta pernyataan

merupakan suatu akta otentik. Dalam akta tersebut, tertuang suatu

pernyataan bahwa tidak terjadinya jual beli organ tubuh ataupun

perjanjian khusus yang dilakukan oleh Resipien dengan Pendonor.

Sehingga pernyataan tersebut memberikan suatu perlindungan

hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

27 Agwe Sheling Dranisa. 2022. “Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik
Asing Melalui Konvensi Apostille”. Skripsi, Diterbitkan. Bali: Program Studi Ilmu
Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, hlm. 1-2.

28 Djamanat Samosir. Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian
Perkara Perdata. (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.225.
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F. Definisi Konseptual

1) Resipien

Resipien adalah orang yang menerima Organ tubuh

Pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan

pemulihan kesehatan.29

2) Pendonor

Pendonor dapat diartikan sebagai orang yang

menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien untuk

tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan

Resipien.30

3) Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang

lainnya.

29 Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

30 Ibid. Pasal 1 angka 3
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4) Transplantasi Organ

Transplantasi berasal dari serapan kata bahasa inggris

“To Transplant” yang berarti To Move From One Place to

Another, atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.31

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi

Organ, “transplantasi organ adalah pemindahan organ dari

Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan

masalah kesehatan Resipien.” Organ dapat didefinisikan

sebagai suatu alat di dalam tubuh manusia yang mempunyai

tugas dan fungsi tertentu. Bagian organ yang dimaksud antara

lain: ginjal, pankreas, jantung, hati, paru-paru, dan katup

jantung. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa transplantasi

merupakan perpindahan salah satu atau beberapa organ

tubuh atau jaringan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau

seseorang ke seseorang lainnya dengan ketentuan berlaku

akibat dari ketidakfungsian organ atau jaringan tubuh itu

sendiri.

31 Fitri Rahmawati. 2023. “Hukum Transplantasi Organ Tubuh (Studi
Komparatif Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili)”. Skripsi,
Diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry, hlm. 1-2.
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5) Akta Notaris

Akta Notaris merupakan suatu akta otentik yang dibuat

oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu.

Akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna melahirkan

kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga tidak perlu

dibuktikan lagi kebenarannya, kecuali dapat dibuktikan

sebaliknya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Pasal 1876, akta notaris merupakan alat bukti tulisan

atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini

merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan

yang sangat penting. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka

7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta

autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang

ini.32

32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
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G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada pengumpulan data penelitian

ini, sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah

penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum secara

normatif dilakukan dengan mengumpulkan data hanya dari norma

hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dan Studi Pustaka.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan

Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach), sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan

dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi

peraturan terkait dengan isu hukum yang akan dibahas dalam

penelitian ini.33 Dalam pendekatan penelitian ini diperlukan

33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.133
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pemahaman mengenai hirarki dan asas-asas Peraturan

Perundang-Undangan.

b. Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach)

Futuristik memiliki sifat yang mengarah atau menuju

bagaimana konsep ke depan atau masa yang akan datang.

Pendekatan futuristik diperlukan dalam rangka untuk

menakar dan melihat bagaimana konsep hukum tentang

penggunaan Akta Transplantasi Organ sebagai alat bukti tulis

yang menyatakan bahwa tidak terjadi transaksi jual beli organ

antara Pendonor dengan Resipien.

3) Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian ini, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

utama dan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum

yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomar 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Transplantasi Organ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang

Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data, fakta, atau

keterangan yang digunakan untuk melengkapi data

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang

digunakan antara lain seperti buku-buku tentang hukum

perjanjian dan hukum kedokteran, doktrin, jurnal hukum,

dan hasil penelitian yang mengulas mengenai masalah

hukum terkait dengan penelitian.
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c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memiliki sifat petunjuk dan

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan

dalam penelitian ini berupa Internet yang berkaitan

dengan penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan oleh

peneliti adalah Studi Pustaka (library research) yang bersumber

dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal atau

artikel ilmiah, dan sumber-sumber lainnya di bidang hukum yang

berhubungan dengan objek penelitian.

5) Teknik Analisis Bahan Penelitian

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul, dilanjutkan

dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan

analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara

melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah

diperoleh dengan mengacu pada landasan teori.34 Selanjutnya,

34 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit, hlm.182.
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bahan atau data yang telah diperoleh diuraikan secara deskriptif

dan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis guna

untuk memahami, menggambarkan, mencatat, serta

menginterpretasikan kondisi atau fenomena sesuai dengan pokok

bahasan dalam penelitian.

6) Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan

kesimpulan secara deduktif. Teknik penarikan kesimpulan secara

deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan menarik

kesimpulan dari suatu permasalahan yang besifat umum

kemudian mengarah pada suatu kesimpulan yang bersifat

khusus.35

35 Ibid. hlm.202.
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